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ABSTRACT 
The purpose of this study is to determine the characteristics of research village residents who are 
IDM assessors, describe and analyze how the conditions of socio-economic development in the 
village are measured through the Village Development Index (IDM), know the IDM assessment 
between government criteria and community perceptions and know the allocation of village funds. 
. The form of this research is descriptive exploratory by interviewing 50 respondents consisting of 
village officials, community leaders and the community using a Likert scale. Apart from in-depth 
interviews and questionnaires, data were also obtained from observations and publication data. 
The results of the study show that there has been socio-economic development in Kuala Tolak 
Village with quite diverse community characteristics, there are several differences in assessment 
and IDM categories between government assessments and community perceptions due to different 
assessment indicators criteria used by the government and the community's perspective, so that the 
assessment The government is complemented by an assessment of respondents' perceptions that 
have been carried out. The allocation of village funds in Kuala Tolak Village according to the 
community is in accordance with the results of the deliberations and has accommodated the 
aspirations of the community in the village 
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ABSTRAK 
     Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik warga desa penelitian yang menjadi 
penilai IDM, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana kondisi pembangunan sosial ekonomi 
di desa tersebut yang diukur melalui Indeks Desa Membangun (IDM), mengetahui penilaian IDM 
antara kriteria pemerintah dengan persepsi masyarakat serta mengetahui alokasi penggunaan dana 
desa. Bentuk dari penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan mewawancarai 50 responden 
yang terdiri dari perangkat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat dengan menggunakan skala 
likert. Selain dari wawancara mendalam dan kuisioner, data juga didapatakan dari  observasi dan 
data publikasi. Hasil penelitian menujukkan bahwa sudah terjadi pembangunan sosial ekonomi di 
Desa Kuala Tolak dengan karakteristik masyarakat yang cukup beragam, terdapat beberapa 
perbedaan penilaian dan kategori IDM antara penilaian pemerintah dengan persepsi masyarakat 
yang disebabkan oleh berbedanya kriteria indikator penilaian yang digunakan oleh pemerintah 
dengan perspektif masyarakat, sehingga penilaian pemerintah tersebut dilengkapi oleh penilaian 
persepsi responden yang telah dilakukan. Alokasi dana desa di Desa Kuala Tolak menurut 
masyarakat sudah sesuai dengan hasil musyawarah dan sudah menampung aspirasi dari masyarakat 
di desa tersebut. 
 
Kata Kunci : Indeks Desa Membangun, Dana Desa, Pembangunan Desa 
1. PENDAHULUAN 
     Tujuan bernegara seperti yang telah tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 
Tahun 1945 ialah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Sebagai upaya untuk mewujudkan salah satu 
tujuan tersebut, yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum maka salah satu yang 
dilakukan pemerintah ialah menerbitkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
desa. Lahirnya tersebut memberikan ruang yang lebih besar bagi pemerintah desa 
dibanding dengan sebelumnya. Azas-azas yang menjadi dasar pengaturan desa dalam UU 
Desa memperkuat mengenai penegasan tentang kewenangan desa. Kewenangan tersebut 
mencakup seperti penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, 
pembinaan kemasyarakatan desa, serta pemberdayaan masyarakat desa dengan berdasar 
kepada prakarsa masyarakat, hak asal usul dan juga adat istiadat desa. Berdasarkan hal-hal 
tersebutlah maka pendekatan Indeks Desa Membangun (IDM) dikembangkan (Menteri 
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2014) 
     Indeks Desa Membangun (IDM) pada intinya lebih fokus pada penguatan otonomi Desa 
yang mana juga dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi 
penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta komitmen untuk membangun 
Indonesia dari desa melalui pembentukannya kementerian Desa (Kementerian Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi). Melalui Undang-undang tersebut pula 
menempatkan desa sebagai subjek pelaku pembangunan dimana warga desa melalui 
struktur yang ada memiliki wewenang untuk berpartisipasi dalam menjalankan 
pembangunan di desanya. Modal dalam pembangunan ini selain dari aset dan potensi yang 
ada di desa juga ditambah dengan dana desa.  
     Dana desa ialah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah kabupaten/kota serta dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pelaksanaan pembangunan serta 
pemberdayaan masyarakat.. Pembangunan di desa dilakukan bertujuan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup dan juga untuk 
menanggulangi kemiskinan. Tujuan tersebut diimplementasikan pemerintah melalui 
penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, 
pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan 
secara berkelanjutan.  
     Sebagai upaya penyokong progam pembangunan di desa, maka pemerintah  memiliki 7 
sumber pendapatan yaitu Pendapatan Asli Desa (PAD), bagi hasil pajak daerah dan 
retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah 
yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN), bantuan keuangan  dari APBN Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan 
juga hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan lain-lain pendapatan 
desa yang sah (UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa).  
          Gelontoran dana desa mengalami pertambahan yang cukup signifikan dari tahun ke 
tahun. Pada tahun 2016, realisasi dana desa sebesar 46,98 triliun rupiah, tahun 2017 dan 
tahun 2018 masing-masing sebesar 60 triliun rupiah, lalu pada tahun 2019 meningkat lagi 
menjadi 70 triliun rupiah serta pada tahun 2020 anggaran dana desa yang akan 
digelontorkan sebesar 72 triliun rupiah dengan rata-rata desa memperoleh 960 juta rupiah. 
Penggelontoran dana desa yang terbilang sangat besar ini, salah satu indikator untuk 
menilai tepat sasaran atau tidaknya penggunaan dari dana desa ini ialah dari peningkatan 
status Indeks Desa Membangun (IDM) desa dari tahun ke tahun. 
     Indeks Desa Membangun (IDM) ialah indeks komposit yang terbentuk oleh tiga indeks, 
yaitu indeks ketahanan ekonomi, indeks ketahanan sosial dan indeks ketahanan 
ekologi/lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan 
berdasar konsepsi bahwa untuk mencapai desa maju dan mandiri dibutuhkan kerangka 
kerja pembangunan berkelanjutan dimana aspek ekonomi, sosial dan lingkungan/ekologi 
menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa. Segala 
kebijakan dan pembangunan harus menghasilkan pemerataan dan keadilan dengan 
berdasarkan dan bertujuan untuk memperkuat nilai lokal dan budaya yang ramah 
lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan 
(Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 
2019). 
     Indeks Desa Membangun (IDM) membagi desa menjadi lima status klasifikasi, yaitu 
desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal dan sangat tertinggal. Klasifikasi tersebut 
bertujuan untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam berbagai rentang skor 
yang telah ditetapkan pemerintah. Klasifikasi tersebut juga bertujuan untuk menajamkan 
penetapan status perkembangan desa serta sekaligus sebagai rekomendasi dari intervensi 
berbagai kebijakan yang dibutuhkan. Tujuan lain dari klasifikasi ini ialah untuk 
memperkuat upaya memfasilitasi dukungan pemajuan desa untuk mencapai desa mandiri.  
     Kabupaten Ketapang  memiliki 253 desa, dengan 12 desa berstatus mandiri,  18 desa 
berstatus maju, 91 desa berkembang, 96 tertinggal dan 36 desa sangat tertinggal. Dari 
uraian tersebut, di Kabupaten Ketapang masih didominasi oleh desa dengan kategori 
tertinggal dan berkembang, dengan jumlah desa dengan kategori tertinggal paling banyak 
dibandingkan dengan kategori  lainnya. Untuk desa-desa di Kecamatan Matan Hilir Utara, 
dari 5 desa yang ada, 4 desa masuk ke kategori berkembang, sedangkan satu desa lainnya 
masuk ke kategori tertinggal.  
Tabel 1.1 
Desa menurut Luas, Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Status IDM 
 Kecamatan Matan Hilir Utara 2019 




(orang/km)                
Status IDM 
Sungai Putri 115.20 788 23 Berkembang 
Tanjung Baik 
Budi 
122.88 1.170 33 Berkembang 
Kuala Tolak 94.60 1.295 46 Berkembang 
Kuala Satong 61.44 801 41 Berkembang 
Laman 
Satong 
326.28 891 9 Tertinggal 
       Sumber : Badan Pusat Statistik Ketapang 2019 & Permendesa 2019 
     Dari kelima desa pada tabel 1.1,  masih terdapat satu desa dengan status IDM tertinggal, 
sedangkan keempat desa yang lain berstatus berkembang. Desa yang akan diteliti ialah 
Desa Kuala Tolak. Desa Kuala Tolak merupakan desa dengan jumlah kepala keluarga 
terbanyak jika dibandingkan dengan desa lainnya yaitu sejumlah 1.295 kepala keluarga, 
sedangkan desa lain desa dengan luas wiayah terbesar yaitu Desa Laman Satong kepala 
keluarganya hanya 891 jiwa, namun dengan luas wilayah yang sekitar tiga kali lebih luas 
dibanding tolak, maka tak heran jika kepadatan penduduk di Desa Laman Satong mencapai 
9 orang/km2, sedangkan di Desa Kuala Tolak kepadatan penduduknya adalah 46 
orang/km2.  
     Dilihat dari sisi aksebilitas ke kabupatennya yaitu Kabupaten Ketapang, secara umum 
Kecamatan Matan Hilir Utara ini memiliki jalan yang sudah tergolong baik. Jalan utamanya 
sudah seluruhnya beraspal, dimana jalan ini merupakan jalan dengan kewenangan provinsi. 
Jalan antar desa pun melalui jalan yang sama, karena desa-desa di Matan Hilir Utara, 
terutama di Desa Kuala Tolak ini adalah desa yang letaknya disepanjang jalan utama 
tersebut.  Menurut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang 
Wilayah Kabupaten Ketapang Tahun 2015-2035,  Desa Kuala Tolak dan Kuala Satong 
ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan 
ekonomi. Melalui peraturan daerah ini diharapkan daerah-daerah tersebut dapat menjadi 
pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Ketapang yang aman, nyaman, produktif, 
berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan 
penelitian ini adalah :  
 1. Bagaimana karakteristik warga desa penilai IDM ? 
 2. Bagaimana pembangunan sosial ekonomi di Desa Kuala Tolak  
 3. Bagaimana penilaian IDM berdasarkan kriteria pemerintah dengan persepsi 
masyarakat? 
 4. Bagaimana alokasi penggunaan dana desa di Desa Kuala Tolak ?  
  
2. KAJIAN LITERATUR 
2.1. Konsep Desa 
     Desa adalah suatu kesatuan hukum yang merupakan tempat tinggal suatu masyarakat 
yang memiliki kuasa untuk dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri  
(Kartohadikusumo, 1953) 
     Adapun karakteristik desa menurut Drs.Sapari Imam Asy’ari 1993:93 meliputi : 
a. Aspek morfologi, desa ialah pemanfaatan suatu tanah atau lahan oleh masyarakat 
yang bersifat agraris, selain itu bangunan rumah tinggal yang masih cendrung 
terpencar (jarang). Desa sendiri masih erat kaitannya dengan alam, hal ini 
disebabkan oleh lokasi geografis untuk pertanian dan juga bangunan tempat tinggal 
yang terpencar (jarang) itu. 
b. Aspek jumlah penduduk, desa umumnya didiami oleh penduduk dengan kepadatan 
yang rendah. 
c. Aspek ekonomi, desa merupakan wilayah dimana mata pencaharian pokok 
penduduknya ialah di sektor pertanian, bercocok tanam, agraria atau nelayan 
d. Aspek hukum, desa merupakan kesatuan wilayah dengan hukum tersendiri (P. J. 
M. Nas, 1979:28-29 dan Soetardjo, 1984:16) dimana nilai serta aturan yang 
mengikat masyarakat di suatu wilayah. 
2.2 Konsep Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi  
     Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan dua hal yang saling beterkaitan 
namun berbeda. Menurut Lincolin Arsyad (2016) pertumbuhan ekonomi ialah kenaikan 
output secara terus menerus dalam waktu yang relatif lama, sedangkan pembangunan 
ekonomi lebih menitik beratkan kepada kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri, 
seperti distrubusi pendapatan yang membaik, berkurangnya jumlah penduduk miskin 
serta pengangguran yang berkurang.   
     Pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menekankan kenaikan GNP secara terus 
menerus sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat multidimensional serta 
mencakup berbagai aspek yang bukan hanya aspek ekonomi saja namun berbagai aspek 
lainnya dalam kehidupan.   
     Pembangunan ialah suatu upaya untuk meningkatkan kualitas taraf hidup masyarakat. 
Menurut Todaro dan Smith (2011) pembanguna harus bersifat multidimensional dimana 
terjadinya perubahan dalam struktur sosial masyarakat dan kelembagaan. Pembangunan 
harus mencerminkan perubahan tanpa menyampingkan keragaman. Pembangunan harus 
membawa kearah yang lebih baik dari sebelumnya serta memberikan dampak positif 
kepada masyarakat. Pembangunan harus menghasilkan perbaikan menyeluruh terutama 
yang berkaitan dengan kehidupan sosial ekonomi masyarakat.  
     Menurut Todaro dan Smith (2011) ada tiga indikator keberhasilan pembangunan 
yaitu : 
1. Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. 
2. Meningkatnya rasa harga diri sebagai manusia. 
3. Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih yang berkaitan dan 
merupakan bagian dari hak asasi manusia. 
     Tantangan utama dalam pembangunan ialah memperbaiki kualitas hidup, oleh karena 
itu pendidikan, kesehatan, akses sanitasi, air bersih, kualitas jaringan telekomunikasi dan 
listrik yang memadai, kondisi lingkungan hidup yang bersih dan sehat, penciptaan dan 
pemerataan kesempatan kerja serta berbagai hal lainnya yang menunjang 
keberlangsungan hidup lebih baik harus menjadi tujuan utama dari pembangunan.   
     Menurut Gant dalan Suryono (2001:31), tujuan dari pembangunan terdiri dari dua 
tahap. Yang pertama ialah pada hakikatnya bertujuan untuk menghapuskan kemiskinan. 
Apabila tujuan ini sudah mulai dirasa tercapai, maka tahap kedua ialah menciptakan 
kesempatan-kesempatan bagi warganya untuk dapat hidup bahagia serta segala 
kebutuhannnya dapat terpenuhi.  
2.3 Pembangunan Desa 
     Menurut Lincolin Arsyad (2016) pembangunan wilayah pedesaan mencakup tiga 
dimensi utama yaitu dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi politik. Dimensi 
ekonomi mencakup kebijakan untuk mengurangi ketidakmerataan pendapatan baik intra 
maupun antar sektor. Dimensi sosial yang ditujukan untuk pembangunan sosial masyarakat 
miskin, masyarakat berpendapatan rendah dan kelompok masyarakat kurang beruntung, 
menghilangkan ketidakmerataan dalam beberapa indikator sosial serta penyediaan jaringan 
pengaman sosial. Dimensi politik bertujuan untuk memberikan peluang bagi masyarakat 
miskin agar dapat berpartisipasi secara efektif dan setara dalam proses politik di tingkat 
desa.  
     Menurut Rahardjo Adisasmita (2006) tujuan dari pembangunan pedesaan jangka 
panjang ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui  peningkatan 
kesempatan kerja, kesempatan berusaha dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui 
pendekatan bina usaha, bina lingkungan dan juga bina sosial. Sedangkan tujuan 
pembangunan desa jangka pendek ialah meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan 
ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya ekonomi yang optimal, serta penggunaan 
dan pemanfaatan sumber daya alam dengan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.  
     Berikut pembangunan pedesaan menurut Rahardjo Adisasmita (2006) : 
1. Pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana pedesaan 
2. Pemberdayaan masyarakat dan sumber daya manusia 
3. Pemanfaatan sumber daya alam 
4. Peningkatan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan peningkatan pendapatan 
5. Penintegrasian kawasan pedesaan dan perkotaan. 
     Menurut Lowe et al (1998) dalam Lincolin Arsyad ada beberapa karakteristik 
pembangunan pedesaan yaitu : 
1. Prinsip utamanya ialah sumber daya khusus suatu wilayah (alam, manusia dan 
budaya) merupakan kunci pembangunan yang berkelanjutan. 
2. Kekuatan dinamis (inisiatif lokal dan perusahaan lokal) 
3. Fungsi daerah pedesaan (perekonomian dengan pelayanan yang beragam) 
4. Masalah pembangunan pedesaan yang utama (keterbatasan kapasitas suatu 
wilayah dan kelompok sosial untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan 
pembangunan 
5. Fokus pembangunan pedesaan (pengembangan kapasitas keterampilan, institusi 
dan infrastruktur) dan mengurangi masalah keterasingan sosial. 
     Menurut Dr.Gigik.G.Suharto, M.Si (2016), ada 3 tahapan dalam pembangunan desa 
yaitu : 
1. Perencanaan Pembangunan Desa 
2. Pelaksanaan Pembangunan Desa 
3. Pengawasan Pembangunan Desa  
2.4 Indeks Desa Membangun (IDM) 
     Pembangunan desa ialah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan 
untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat (UU Nomor 6 Tahun 2014). 
Kemendesa melakukan pengukuran pembangunan desa dengan membuat Peraturan 
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 
2016. Pengukuran tersebut oleh Kemendesa dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2016 
disebut sebagai Indeks Desa Membangun (IDM). 
     IDM ini memuat pendataan dan pemetaan kemampuan desa dalam 5 kategori yaitu 
sangat tertinggal, tertinggal, berkembang, maju dan mandiri berdasarkan perhitungan 
dari paramater yang telah ditetapkan. Klasifikasi status desa ini juga dilakukan guna 
memperkuat upaya memfasilitasi dukungan untuk memajukan desa menuju desa 
mandiri dengan memiliki kemampuan mengelola daya dalam ketahanan sosial, 
ekonomi dan ekologi secara berkelanjutan (Kementerian Desa, 2015).  
     Indikator desa membangun dilihat sebagai berikut : 
a. Dimensi sosial, terdiri dari indikator kesehatan, pendidikan, modal sosial dan 
permukiman 
b. Dimensi ekonomi terdiri dari keragaman produksi masyarakat desa, tersedianya 
pusat pelayanan perdagangan, akses distribusi logistik, akses ke lembaga keuangan 
dan perkreditan, lembaga ekonomi serta keterbukaan wilayah. 
c. Dimensi ekologi meliputi kualitas lingkungan, potensi/rawan bencana alam serta 
upaya pencegahannya. 
     Berdasarkan hasil data IDM tersebut, dapat dipetakan untuk melakukan 
pembangunan desa dengan tujuan akhirnya ialah untuk memberantas kemiskinan dan 
dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan pemenuhan kebutuhan 
dasar, pembangunan sarana prasarana desa, pengembangan potensi desa dan 
pemanfaatan sumber daya alam sesuai dengan amanat UU.  Tersedianya data IDM juga 
menjadikam bahan ketersediaan data pengukuran yang dibutuhkan seperti status desa, 
terutama dalam pengembangan intervensi kebijakan yang mampu menjawab persoalan 
dasar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Desa, 2015). 
 
3.MATODE PENELITIAN 
a. Bentuk Penelitian 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
eksploratif. 
b. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Desa Kuala Tolak Kecamatan Matan Hilir Utara 
Kabupaten Ketapang. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2019-2020. 
c.Teknik Pengumpulan Data 
     1. Kuisioner 
Daftar pertanyaan dalam kuisioner ini disusun dengan acuan indikator dari Standar 
Operasional Prosedur (SOP) pengukuran status perkembangan desa Indeks Desa 
Membangun (IDM) tahun 2019 oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi dengan beberapa penyesuaian. Data penilaian terhadap pembangunan di 
desa diperoleh dengan menggunakan dua macam kuesioner yang diisi oleh 
peneliti/mahasiswa dan warga desa. Kuesioner untuk peneliti menggunakan kriteria yang 
telah ditentukan pemerintah berdasarkan fakta di lapangan sementara kuesioner untuk 
warga desa merupakan penilaian berupa persepsi terhadap fakta tersebut. Kuesioner yang 
diisi oleh warga desa menggunakan skala Likert dari 1 sampai dengan 5 yang artinya: 
sangat tidak baik (1), kurang baik (2), cukup baik (3), baik (4) dan sangat baik (5).  
2.Observasi 
     Observasi ini dilakukan oleh peneliti dengan melakukan pengamatan secara langsung 
terhadap kondisi desa dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan dengan tujuan untuk 
mengetahui kondisi real yang terjadi dalam masyarakat. 
3.Wawancara 
Wawancara  akan dilakukan ke warga yang dianggap mengetahui secara meyeluruh 
mengenai kondisi desa tersebut. 
d. Metode Analisis 
1. Untuk mencapai tujuan pertama yaitu mendeskripsikan karakteristik warga desa penilai 
IDM dengan menganalisis menggunakan persentase dari hasil kuisioner. Penilaian 
karakteristik responden tersebut dibagi menjadi : 
a. Identitas pribadi,  terdiri dari :  
- Umur 
- Status perkawinan  
- Pekerjaan 
- Tingkat pendidikan terakhir 
- Jumlah orang yang tinggal dalam satu rumah.  
b. Kondisi rumah tangga, terdiri dari : 
- Pendapatan rumah tangga 
- Luas rumah & luas tanah 
- Dinding, atap dan lantai  rumah 
- Tempat BAB 
- Bahan bakar untuk memasak di rumah 
- Jenis penerangan dirumah  
c. Kepemilikan aset, terdiri dari : 
- Kepemilikan kendaraan 
- Barang elektronik. 
2. Untuk mencapai tujuan penelitian yang kedua yaitu mendeskripsikan dan 
mengeksplorasi pembangunan sosial ekonomi di desa ialah dengan menganalisis secara 
deskriptif dan eksploratif dengan menggunakan data variabel pembentuk IDM yang 
diperoleh peneliti melalui kuisioner. Variabel pembentuk IDM tersebut adalah : 
a. Kesehatan, terdiri dari :  
- Jarak tempuh ke prasarana kesehatan terdekat dari rumah 
- Waktu tempuh ke prasarana kesehatan terdekat dari rumah 
- Jumlah anggota keluarga yang ikut BPJS/ KIS 
- Jumlah posyandu aktif 1 bulan sekali 
b. Pendidikan, terdiri dari :  
- Jarak dari rumah ke SD/MI,  
- Jarak dari rumah ke SMP/MTS  
- Jarak dari rumah ke SMU/SMK.  
c. Modal sosial, terdiri dari : 
- Frekuensi gotong royong perbulan 
- Ketersediaan poskamling dan jarak ke SLB 
d. Permukiman, terdiri dari :  
- Kepemilikan aliran listrik dirumah 
- Kepemilikan telepon seluler 
- Akses ke jamban serta tempat pembuangan sampah 
e. Ekonomi, terdiri dari : 
- Jarak rumah ke pertokoan terdekat 
- Jarak rumah ke pasar terdekat 
- Jarak rumah ke warung kelontong 
- Jarak rumah ke kedai makanan dan penginapan.  
f. Ekologi, terdiri dari : 
- Kondisi lingkungan secara keseluruhan. 
3. Untuk menjawab pertanyaan ketiga yaitu mengeksplorasi penilaian IDM berdasarkan 
kriteria pemerintah dan persepsi masyarakat ialah dengan menganalisis setiap item 
penilaian IDM berdasarkan kriteria pemerintah dan persepsi masyarakat yang terdiri dari : 
a. Kesehatan, yang dianalisis adalah :  
- Penilaian terhadap pelayanan kesehatan yang terdiri dari dokter, bidan dan tenaga 
kesehatan lainnya 
- Penilaian terhadap jaminan kesehatan yang diukur dari manfaat keikutsertaan dalam 
BPJS/ KIS 
- Penilaian terhadap keberdayaan masyarakat untuk kesehatan yang terdiri dari akses ke 
poskesdes, polindes dan posyandu serta aktivitas posyandu. 
b. Pendidikan,  yang dianalisis adalah: 
- Penilaian terhadap akses pendidikan dasar dan menengah 
- Penilaian terhadap akses ke pendidikan non formal yang terdiri dari akses ke kegiatan 
PAUD, PKMB/ paket A, B dan C serta akses ke pusat keterampilan/ kursus. 
- Penilaian terhadap akses ke pengetahuan yaitu akses ke taman bacaan/ perpustakaan desa.  
c. Modal sosial, yang dianalisis adalah: 
- Penilaian terhadap solidaritas sosial yang terdiri dari kebiasaan dan frekuensi gotong 
royong, keberadaan ruang publik terbuka yang tidak berbayar, ketersediaan fasilitas/ 
lapangan olahraga dan kelompok kegiatan olahraga.  
- Penilaian terhadap toleransi antar agama, bahasa dan suku.  
- Penilaian terhadap rasa aman yang diukur dari rasa aman di desa, partisipasi warga dalam 
siskamling dan konflik sosial.  
- Penilaian terhadap kesejahteraan sosial yang diukur dari perhatian terhadap penyandang 
kesejahteraan sosial dan akses terhadap SLB.  
d. Permukiman, yang dianalisis adalah: 
- Penilaian terhadap akses ke listrik berupa kondisi aliran listrik.  
- Penilaian terhadap akses informasi dan komunikasi berupa akses ke sinyal telepon, siaran 
televisi lokal nasional dan asing, fasilitas internet di kantor desa dan fasilitas internet diluar 
kantor desa.  
- Penilaian terhadap akses ke sanitasi berupa akses ke jamban pribadi dan tempat 
pembuangan sampah.  
- Penilaian terhadap akses ke air bersih dan air minum layak.  
e. Ekonomi, yang dianalisis adalah: 
- Penilaian terhadap keragaman produksi masyarakat desa berupa akses ke lebih dari satu 
jenis kegiatan ekonomi penduduk.  
- Penilaian terhadap akses ke pusat pelayanan perdagangan berupa akses ke pusat 
pertokoan, pasar, warung kelontong serta kedai makanan dan penginapan terdekat. 
 - Penilaian terhadap akses distribusi/ logistik berupa ketersediaan kantor pos dan jasa 
logistik.  
4 .Untuk tujuan keempat yaitu mendeskripsikan dan mengeksplorasi  alokasi penggunaan 
dana desa dengan mengeksplorasi  dana APBDes hasil wawancara dengan perangkat desa 
dan masyarakat serta observasi di lapangan  
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
    Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, pembangunan sosial ekonomi di Desa 
Kuala Tolak secara keseluruhan sudah berjalan dengan cukup baik. Sesuai dengan teori 
yang disampaikan oleh Lincolyn Arsyad (2016) yang menyatakan bahwa pembangunan 
ekonomi lebih menitik beratkan kepada kualitas pertumbuhan ekonomi itu sendiri, seperti 
distribusi pendapatan yang membaik, berkurangnya jumlah penduduk miskin serta 
pengangguran yang berkurang. Menurut teori yang disampaikan oleh  Dr. Sapri Imam 
Asy’ari (1993:93), karakteristik desa pada aspek ekonomi, desa merupakan wilayah 
dimana mata pencaharian pokok penduduknya adalah di sektor pertanian, bercocok tanam, 
agraria atau nelayan, hal ini sesuai dengan kondisi yang ada di Desa Kuala Tolak dimana 
mayoritas penduduknya bekerja di sektor pertanian dan nelayan. 
     Penelitian yang telah dilakukan oleh Moh. Hudi Setyobakti (2017) menyatakan bahwa 
Desa Gondowangi dekat dengan pusat pelayanan masyarakat termasuk yang dibangun oleh 
desa. Sarana dan prasarana desa terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar telah 
terpenuhi, kekurangannya hanya perlu optimalisasi pemanfaatan. Begitupula keadaan yang 
ada di Desa Kuala Tolak, sarana dan prasarana dasar dapat dikatakan sudah terpenuhi, hal 
tersebut secara langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya. Pada dimensi 
kesehatan, masyarakat dapat dengan mudah mengakses Puskesmas yang berada di Desa 
Kuala Satong yang berjarak kurang lebih 2 Km dengan waktu tempuh kurang lebih 8 menit. 
Desa ini juga memiliki 1 unit ambulance yang dapat digunakan masyarakat jika harus 
dirujuk ke RSUD yang berada di Kabupaten Ketapang. Selain puskesmas, di desa juga ada 
fasilitas kesehatan lain seperti posyandu yang aktif sebulan sekali, bahkan sesuai dengan 
APBD 2020 Desa Kuala Tolak, pada tahun ini direncanakan akan dibangun lagi satu 
posyandu di desa. Selain itu, dilihat dari tingkat kepesertaan BPJS, di desa ini juga terbilang 
sudah baik. Berdasarkan data yang didapatkan, ada 3000 orang yang tergabung dalam 
program BPJS. Untuk persepsi masyarakat mengenai akses ke berbagai fasilitas kesehatan, 
sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya sudah baik bahkan sangat baik. 
Kemudahan akses ke berbagai fasilitas serta jaminan kesehatan tersebut berdampak pada 
kesejahteraan mereka secara jangka panjang. 
     Pada dimesi pendidikan, aksebilitas penduduk terhadap fasilitas pendidikan formal 
sudah tergolong sangat baik. Tersedia SD, SMP dan SMA di Desa Kuala Tolak. Sedangkan 
untuk ketersediaan akses non formal di desa masih tergolong belum lengkap. Kegiatan 
PKMB/ paket A, B dan C di Desa Kuala Tolak tidak tersedia, sehingga untuk megaksesnya 
masyarakat harus pergi ke Kabupaten Ketapang dengan waktu tempuh dengan kendaraan 
bermotor kurang lebih 3 jam melalui perjalanan darat. Begitupula dengan pusat 
keterampilan atau kursus yang tidak tersedia di desa ini, sehingga jika ingin mengaksesnya 
maka masyarakat juga harus ke Kabupaten Ketapang. Namun, dengan kualitas jalan yang 
sudah tergolong baik maka masyarakat masih merasa tidak masalah jika harus pergi ke 
Ketapang untuk mengaksesnya. Perpustakaan Desa Kuala Tolak belum ada yang berbentuk 
gedung atau ruangan sendiri, tetapi terletak di ruang utama Kantor Desa Kuala Tolak yang 
hanya berupa lemari yang berisi buku-buku.  
     Dimensi modal sosial jika dirata-ratakan maka penilaiannya masuk dalam kategori 
buruk dikarenakan belum tersedianya ruang publik terbuka yang tidak berbayar, rendahnya 
frekuensi gotong royong yang dilakukan masyarakat,tidak tersedianya poskamling serta 
jarak tempuh ke SLB yang jauh. Namun secara keseluruhan sebenarnya hal tersebut 
bukanlah suatu masalah karena berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilakukan 
memang tidak ada hal yang perlu untuk digotong royongkan secara rutin sebulan sekali. 
Gotong royong hanya dibutuhkan pada saat tertentu seperti perayaaan HUT RI. Tidak juga 
dibutuhkan poskamling dan siskamling karena sudah terdapat kantor polisi di desa. Namun 
untuk ketidak tersediaannya  SLB merupakan sebuah persoalan bagi beberapa masyarakat 
dikarenakan di Desa Kula Tolak terdapat 3 anak dengan kebutuhan khusus, namun 
dikarenakan jauhnya jarak yang harus ditempuh jika mereka menyekolahkan anaknya ke 
SLB Singkawang, serta biaya yang dibutuhkan juga tergolong banyak maka mereka 
terpaksa tidak dapat menyekolahkan anak mereka. 
     Dimensi permukiman di Desa Kuala Tolak secara keseluruhan sudah dapat dikatakan 
baik. Semua rumah sudah dapat menikmati listrik, serta sinyal telepon, televisi dan internet 
juga sudah baik. Untuk akses ke sanitasi juga tergolong sudah baik, rata-rata masyarakat 
sudah memiliki toilet pribadi, serta salah-satu rancangan penggunaan dana desa adalah 
jambanisasi berupa pembuatan jamban untuk masyarakat berpendapatan menengah 
kebawah yang belum memiliki jamban pribadi. Namun, untuk tempat pembungan sampah 
di Desa Kuala Tolak masyarakat rata-rata masih membuang sampah di sungai atau di bakar 
karena tidak adanya fasilitas tempat pembuangan sementara atau akhir di desa. Akses 
terhadap air untuk minum, mandi dan mencuci juga sudah baik.  
     Selanjutnya adalah dimensi ekonomi. Secara keseluruhan dimensi ekonomi Desa Kuala 
Tolak sudah baik, dimana penduduk memiliki beragam kegiatan ekonomi, akses ke pusat 
pelayanan perdagangan sudah sangat baik, serta keterbukaan wilayah juga sudah sangat 
baik. Namun, tidak terdapat kantor pos dan jasa logistik di desa sehingga untuk mengirim 
barang yang berada dalam satu kota biasanya masyarakat menggunakan bis, sehingga 
tentunya menjadi kendala jika mereka ingin mengirimkan barang keluar kota yang tidak 
dapat diakses dengan jakur darat. Akses ke lembaga keuangan dan perkreditan juga sudah 
baik, karena walau fasilitas BPR tidak tersedia di desa namun masyarakat dapat dengan 
mudah mengaksesnya ke Kabupaten Ketapang. Lembaga ekonomi lainnya adalah koperasi 
dan bumdes yang tersedia di desa walau keberadaanya masih kurang diketahui oleh 
masyarakat.  
     Dimensi yang terakhir adalah dimensi ekologi yang mengukur kualitas lingkungan di 
Desa Kuala Tolak. Secara umum, kondisi lingkungan di Desa Kuala Tolak sudah baik, baik 
dari segi pencemaran air, tanah, udara maupun sungai tidak terjadi pencemaran yang serius. 
Selain itu, bencana yang rawan terjadi di desa adalah kebakaran hutan dan banjir pasang 
air laut. Untuk upaya dan tindakan terhadap bencana yang terjadi adalah tersedianya jalur 
evakuasi dan perlengkapan keselamatan.  
     Berdasarkan penilaian IDM berdasarkan kriteria pemerintah dengan persepsi 
masyarakat terdapat sedikit perbedaan antara penilaian persepsi responden yang didapat 
dari wawancara yang telah dilakukan pada 50 responden dengan penilaian berdasarkan 
kriteria pemerintah yang diisi oleh peneliti dengan berdasarkan pada data yang didapat dari 
data publikasi perangkat desa dan observasi yang dilakukan peneliti. Berdasarkan pada 
skor pemerintah, pada tahun 2019 Desa Kuala Tolak masuk dalam kategori desa 
berkembang dengan nilai IDM 0,0629. Pada bidang kesehatan, salah satu faktor yang 
diukur adalah akses terhadap pelayanan dokter dan bidan. Berdasarkan pada kriteria 
pemerintah, untuk mengukur skornya hanya berdasarkan pada jumlah, sedangkan 
responden menilai juga berdasarkan pada pelayanan yang diberikan. Begitupula pada 
manfaat keikut sertaan dalam BPJS. Untuk penilaian pemeritah berdasarkan pada jumlah 
kepesertaan masyarakat, sedangkan untuk penilaian persepsi responden dinilai dari 
manfaat mereka mengikuti program tersebut. Perbedaan lainnya adalah pada akses ke 
taman bacaan masyarakat/ perpustakaan desa, dimana menurut penilaian kriteria 
pemerintah sudah sangat baik karena perpustakaan desa tersedia, namun menurut 
masyarakat masih buruk karena walau tersedia perpustakaan, sangat banyak dari responden 
yang tidak mengetahui keberadaan perpustakaan desa yang berada di kantor desa ini. 
Kalaupun ada beberapa responden yang mengetahui, namun letak perpustakaan di kantor 
desa ini menurut mereka sangat tidak strategis dan tidak menarik untuk dikunjungi.  
     Selain pada dimensi kesehatan dan pendidikan, perbedaan ini juga terdapat pada 
dimensi permukiman. Adanya sedikit perbedaan antara penilaian terhadap akses ke tempat 
pembuangan sampah antara pemerintah dengan responden. Karena tidak adanya TPS atau 
TPA di desa, maka skor untuk penilaian pemerintah sangat tidak baik, namun untuk skor 
persepsi masyarakat adalah 3 yang berarti cukup dikarenakan mereka tidak begitu masalah 
dengan tidak adanya tempat pembuangan sampah dikarenakan kurangnya kepedulian dan 
pengetahuan masyarakat tentang lingkungannya. Selain itu, selisih penilaian juga terdapat 
pada akses ke sumber air minum, air mandi dan mencuci yang layak. Berdasarkan pada 
kriteria pemerintah, karena sumber airnya lebih dominan yang alami berupa air sungai dan 
air hujan maka skornya masih cukup dan kurang baik, namun menurut masyarakat karena 
mereka bisa mendapatkan air dengan mudah maka skornya sudah baik. 
     Perbedaan pada dimensi ekonomi terutama antara persepsi responden dengan skor 
pemerintah cukup besar. Hal ini disebabkan salah satunya karena perbedaan persepsi antara 
kriteria penilaian pemerintah dengan persepsi masyarakat pada aspek akses ke kedai 
makanan dan penginapan. Dari penilaian pemerintah, keberadaan kedai makanan yang 
hanya satu serta tidak adanya penginapan dinilai hanya cukup, namun menurut masyarakat 
satu kedai makanan tersebut sudah cukup untuk mereka karena merekapun tidak begitu 
membutuhkan kedai makanan tersebut, apalagi penginapan. Begitupula dengan aspek akses 
terhadap BPR. Tidak tersedianya BPR di Desa Kuala Tolak berdasarkan penilaian kriteria 
pemerintah adalah sangat tidak baik, namun menurut persepsi responden walau tidak 
adanya BPR di desa mereka tetap dapat mengaksesnya di Ketapang maupun Kayong Utara. 
Perbedaan pada dimensi lainnya adalah pada penilaian terhadap akses ke lembaga ekonomi 
rakyat seperti koperasi dan Bumdes. Berdasarkan data publikasi dari perangkat desa, di 
Desa Kuala Tolak terdapat 4 koperasi aktif dan 1 bumdes dengan 2 bidang usaha, namun 
keberadaan koperasi dan bumdes tersebut tidak diketahui oleh semua masayarakat 
sehingga keberadaannya tidak memberikan dampak yang besar bagi mereka.  
     Dimensi terakhir yang diukur adalah dimensi ekologi. Berdasarkan pada penelitian yang 
telah dilakukan dengan wawancara dan observasi serta data yang didapat, pada penilaian 
persepsi responden dengan penilaian berdasarkan kriteria pemerintah tidak jauh berbeda, 
perbedaan yang ada terletak pada penilaian persepsi responden dengan skor pemerintah. 
Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan persepsi masyarakat dengan penilaian 
pemerintah terkait kualitas lingkungan di tempat tinggal mereka serta penaggulangan yang 
dilakukan.  
     Jadi, secara keseluruhan adanya perbedaan antara persepsi responden dengan penilaian 
pemerintah disebabkan karena perbedaan indikator penilaian dan perspektif antara 
penilaian pemerintah dengan responden. Jadi pada penelitian ini diharapkan melalui 
publikasi penilaian IDM oleh pemerintah dapat dilengkapi oleh hasil penelitian yang telah 
dilakukan peneliti mengenai persepsi responden untuk kondisi yang sesungguhnya terjadi 
di lapangan. 
     Sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ketapang tahun 2015-2023,  
Kuala Tolak ditetapkan sebagai kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan 
pertumbuhan ekonomi, namun pada kenyataannya pada tahun 2019 Desa Kuala Tolak 
masih masuk dalam kategori desa dengan status berkembang, oleh karena itu berbagai 
kebijakan terutama dari penggunaan dana desa telah disusun untuk dapat meningkatkan 
status desa. Sesuai dengan pendapat Kuncoro (2004) dalam Nurman (2015) untuk 
mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang 
dipilih, maka untuk hal inilah pentingnya merumuskan visi dan misi, selanjutnya memilih 
strategi yang tepat. Hal serupa juga diungkap dalam penelitian Putra (2019) yang 
menyatakan dalam upaya meningkatkan status desa menuju desa mandiri yang dilandasi 
IDM diperlukan strategi- strategi yang tepat sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 
daerah. Dengan adanya pembangunan disetiap desa seperti infrastruktur dan fasilitas – 
fasilitas yang dibangun oleh desa maka akan membantu dalam segi pembangunan apalagi 
ditambah dengan pembangunan yang dilakukan sudah terealisasikan dan berguna untuk 
masyarakat gunakan untuk kegiatan sosial antar masyarakat. Sesuai dengan pendapat 
Todaro & Smith (2011) pembangunan merupakan kenyataan fisik sekaligus keadaan 
mental dari suatu masyarakat telah melalui kombinasi dari proses sosial, ekonomi, dan 
lembaga, yang memiliki cara untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik. Status 
berkembang desa Kuala Tolak tersebut memerlukan berbagai kebijakan dan pembangunan 
tepat sasaran dari penggunaan dana desa untuk meningkatkan status desanya.  
     Menurut Dr. Gigik.G. Suharto, M.Si., pada tahap perencanaan pembangunan desa 
sebagaimana yang telah diatur dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Pasal 80 menyatakan bahwa 
pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan desa mengikutsertakan 
masyarakat desa yang diadakan melalui Musrenbangdes. Penyusunan berbagai rencana 
pembangunan di Desa Kuala Tolak juga melibatkan masyarakat sehingga pembangunan 
dan alokasi dana desa disusun atas dasar penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. 
Sebagaian besar dana desa akan dialokasikan ke pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, 
gedung dan halaman posyandu, penambahan lokal TPA, pembangunan barau beton, 
pembangunan gedung perpustakaan desa serta tambatan perahu. Hanya dua alokasi ke non 
fisik yaitu yang akan dialokasikan ke kegiatan stunting serta bumdes. Alokasi untuk 
stunting ini untuk meminimalisir kemungkinan anak dengan pertumbuhan resiko stunting 
ditahun selanjutnya, serta pemberian pil PE pada ibu hamil, pemberian kelas gizi pada ibu 
hamil. Pada alokasi bumdes, ada dua bumdes di Desa Kuala Tolak yaitu pada penyewaan 
tenda dan pada sektor pariwisata. Alokasi yang akan dilakukan ini ialah untuk memberikan 
tambahan dana untuk dapat menambah jumlah tenda yang dapat disewakan. Sedangkan 
untuk sektor pariwisata, dari waawancara yang telah dilakukan pada responden 
disimpulkan bahwa alokasi dari dana bumdes ini masih kurang jelas selain untuk keamanan 
dan kebersihan, namun pada tahun 2020 rencananya akan dialokasikan lagi untuk 
pembuatan beberapa warung di pulau tersebut. 
  
 
5. SIMPULAN DAN REKOMENDASI 
5.1 Kesimpulan 
1. Karakteristik responden berdasarkan pada wawancara yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa dari sisi identitas pribadi cukup beragam, sebanyak 50% dari total responden yang 
memperoleh pendapatan lebih dari Rp.2.000.000/bulan. Untuk kondisi rumah tangga, 
mayoritas rumah disana merupakan rumah dengan lantai kayu/ semen, beratapkan seng serta 
dinding semen/ kayu dengan luas tanah rata-rata lebih dari 90 𝑀2 dan untuk kepemilikan aset 
mayoritas responden memiliki kendaraan pribadi dan alat elektronik. 
2. Pembangunan sosial ekonomi di Desa Kuala Tolak relatif sudah cukup baik dilihat dari 
tersedianya sarana dan prasarana pada berbagai akses sosial dan ekonomi, walau masih ada 
beberapa fasilitas yang tidak tersedia 
3. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, secara garis besar berdasarkan penilaian kriteria 
pemerintah pada berbagai dimensi dengan penilaian persepsi responden tidak jauh berbeda. 
Perbedaannya hanya terletak pada perspektif dan indikator yang digunakan.  
4. Dalam perencanaan alokasi dana desa, untuk meningkatkan klasifikasi status desa sudah 
melibatkan masyarakat sehingga menurut masyarakat pembangunan dan kebijakan yang akan 
dilakukan sudah sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. 
5.2 Saran  
1. Berdasar pada karakteristik responden dapat diketahui salah satunya adalah 50% dari 
masyarakat memiliki pendapatan kurang dari Rp.2.000.000 perbulan, sehingga perlunya 
diadakan berbagai program pelatihan maupun pemberdayaan di desa untuk dapat 
meningkatkan kemampuan dan produktifitas masyarakat di desa sehingga dapat 
meningkatkan pendapatan mereka.  
2. Menyediakan tempat pembuangan sampah sementara atau akhir di Desa Kuala Tolak agar 
masyarakat tidak lagi membuang sampahnya ke sungai maupun membakar sampah yang 
dapat berakibat pada kerusakan lingkungan. 
3. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa selama ini untuk penilaian kriteria pemerintah hanya 
berfokus pada kuantitas, bukan kualitas. Menurut peneliti, untuk mengukur pembangunan di 
suatu tempat tidak bisa jika hanya dinilai dari jumlah, namun kualitas juga perlu diperhatikan, 
sehingga untuk kedepannya diharap agar indikator penilaian juga dapat mencantumkan 
penilaian mengenai kualitas. 
4. Dalam perencanaan alokasi dana desa agar dapat terus melibatkan masyarakat dalam 
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